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PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM 

DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL  

(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi  

Jawa Tengah Tahun 2016-2018) 

 

Abstrak 

Otonomi daerah berpengaruh terhadap pemerintah daerah untuk mampu mengelola 

keuangan secara transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah kota di Jawa Tengah 

bertanggung jawab untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan layanan publik. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh PAD, DAU, DAK, 

terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2016-2018. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif, dengan menguji 

pengaruh variabel independen yaitu PAD, DAU, dan DAK terhadap variabel 

dependen belanja modal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

metode purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode analisis data kuantitatif dengan menggunakan program SPSS 

sebagai alat untuk menguji data. Analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji 

asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji 

heteroskedastisitas), uji kelayakan model (analisis regresi linear berganda), uji 

hipotesis (uji parsial (Uji statistik t), dan koefisien determinasi (R2). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa PAD memiliki t hitung sebesar 9,982 dan nilai signifikansi 

sebesar 0,000 < α = 0,05 dan 0,1. Dengan demikian H1 diterima oleh karena itu 

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. DAU 

memiliki t hitung sebesar 1,939 dan nilai signifikansi sebesar 0,055 > α = 0,05, akan 

tetapi < α = 0,1. Dengan demikian H2 diterima oleh karena itu Dana Alokasi Umum 

berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. DAK memiliki t hitung sebesar 1,040 

dan nilai signifikansi sebesar 0,301 > α = 0,05 dan 0,1. Dengan demikian H3 ditolak 

oleh karena itu Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. 

 

Kata Kunci: otonomi daerah, pemerintah daerah, dana alokasi umum, dan dana 

alokasi khusus. 

 

Abstract 

Regional autonomy causes regional governments to be able to manage their own 

regional finances transparently. Central Java has is responsible for providing and 

fulfilling public facalities. This study aims to analyze the influence of PAD, DAU, 

DAK on capital expenditure in Central Java Regency/City government in 2016-

2018. This type of research was quantitative research by testing the effect of 

independent variables PAD, DAU, DAK on the dependent variable capital 

expenditure. The population included all Central Java Regency/City Governments. 

The sampling technique used purposive sampling method. Data analysis used 

quantitative data analysis methods using SPSS program as a tool to test data. Data 

analysis used descriptive statistic, the classic assumption test (normality test, 

multicolinearity test, autocorrelation test, heteroscedasticity test), model feasibility 
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test (multiple linear regression analysis), hypothesis test (parcial test (t statistic test) 

and determination coefficient (R2). 

 

Keywords: regional autonomy, local government, general allocation fund and 

special allocation fund. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pemerintah di Indonesia sejatinya memberikan kewenangan dan keleluasan kepada 

pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya sesuai dengan 

karakteristik daerah masing-masing (otonomi daerah). Otonomi daerah biasanya 

diterapkan di negara-negara yang demokratis dan berbentuk serikat dan kesatuan. 

Latar belakang otonomi daerah timbul sebagai tuntutan atas buruknya pelaksanaan 

mesin pemerintahan yang dilaksanakan secara sentralistik (Aziz, 2016). 

Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 diharapkan pemerintah daerah dapat 

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui pembangunan 

dan pelayanan publik. Hal ini dikarenakan telah terjadi desentralisasi dengan 

demikian dapat memberikan kemudahan kontrol dibanding dengan sentralisasi, 

setelah diberlakukannya undang-undang tersebut pemerintah daerah telah diberikan 

tanggung jawab yang mengharuskan pemerintah daerah lebih berperan aktif dalam 

mengurus sendiri urusan pemerintahan yang merupakan konsekuensi dari otonomi 

daerah (fajriansyah et al., 2019). 

Otonomi daerah adalah hak atau wewenang dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat seesuai dengan peraturan perundang- undangan. Tujuan 

utama pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik 

(public service) dan memajukan perekonomian daerah di Indonesia. Pelaksanaan 

otonomi daerah pada dasarnya terkandung tiga misi utama yaitu: meningkatkan 

kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan 

efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan memberdayakan dan 

menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam 

pembangunan (Mardiasmo, 2009: 59). 

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap 

kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara 
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ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip value for money serta 

partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan keuangan daaerah yang baik tidak hanya 

membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh 

kemampuan keuangan daerah yang memadai. Tingkat kemampuan keuangan 

daerah salah satunya dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah khususnya 

pendapatan asli daerah. 

Kemajuan daerah sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan 

jumlah pendapatan daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. 

Indikator kesejahteraan pada suatu daerah dipengaruhi oleh jumlah pendapatan 

daerah, besarnya pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan daerah. 

Pembangunan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan 

meningkatnya pendapatan per kapita penduduk dengan demikian terjadi perbaikan 

kesejahteraan bagi masyarakat.  

Kenyataan yang terjadi pada pemerintah daerah saat ini adalah dengan 

adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi ternyata tidak diikuti dengan 

peningkatan pada belanja modal. Hal tersebut dapat dilihat dari kecilnya jumlah 

belanja modal dibandingkan dengan jumlah belanja pegawai. Infrastruktur dan 

sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Namun jika sarana prasarana cukup memadai, tentu masyarakat akan 

dapat melaksanakan kegiatan aktivitas sehari-hari secara aman dan nyaman yang 

akan berpengaruh semakin meningkatnya tingkat produktivitas. Demikian pula, 

ketersediaan infrastuktur yang cukup memadai akan mendorong atau menarik para 

investor untuk membuka suatu usaha atau berinvestasi di daerahnya. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti terdorong untuk 

mengangkat permasalahan tersebut dalam penelitian dengan judul: “Pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap 

Belanja Modal” (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2016-2018). 
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2. METODE 

2.1 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah 

penelitian yang melalui proses yang memungkinkan peneliti membangun hipotesis 

dan mengujinya secara empiris terhadap hipotesis yang dibangun. Populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014). Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri atas dua 

puluh sembilan Kabupaten dan enam Kota. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling. Purposive sampling yaitu teknik yang digunakan dalam 

penentuan sampel yang akan dipilih berdasarkan penilaian kriteria tertentu dan 

berdasarkan pertimbangan tertentu yang di sesuaikan dengan tujuan penelitian. 

Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini:  

a. Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. 

b. Kabupaten/Kota yang memiliki Laporan Realisasi APBD lengkap 3 tahun 

(2016-2018). 

2.2 Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang 

bersumber pada data Laporan dan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) tahun anggaran 2016-2018 Provinsi Jawa Tengah. Berupa laporan realisasi 

pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus 

(DAK) dan realisasi belanja modal. Data tersebut diperoleh melalui website 

www.djpk.kemenkeu.go.id. 

2.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

2.3.1 Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari pendapatan asli daerah, dana 

alokasi umum, dan dana alokasi khusus. 

 

 

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/
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a. Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Halim (2014:67) pendapatan asli daerah adalah semua 

penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan 

asli daerah bersumber pada: retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah 

yang sah.  

b. Dana Alokasi Umum 

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 dana alokasi umum adalah dana 

yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

c. Dana Alokasi Khusus 

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 dana alokasi khusus adalah dana 

yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah 

tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 

merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

2.3.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Modal.  Menurut PP Nomor 

71 tahun 2010, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset 

tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset 

tetap akan memiliki berbagai ciri yang dapat berwujud. Belanja modal berperan 

dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam jangka panjang.  

2.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

data kuantitatif dengan menggunakan program SPSS versi 20. Penelitian ini 

menggunakan model regresi linear berganda untuk menganalisis data dengan 

menggunakan tingkat signifikansi 0,05 (5%) dan 0,1 (10%). Metode analisis regresi 

linear berganda dalam pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel 

bebas dan variabel terikat, yaitu pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi 

umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal. Persamaan regresi dalam 

penelitian ini adalah: 
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BM = a + b1 PAD + b2 DAU + b3 DAK + e     (1) 

Keterangan: 

BM  = Belanja Modal 

a  = Konstanta 

b1, b2, b3 = Koefisien regresi PAD, DAU, dan DAK 

PAD  = Pendapatan Asli Daerah 

DAU  = Dana Alokasi Umum 

DAK  = Dana Alokasi Khusus 

e  = Error 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Deskriptif Populasi dan Sampel 

Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel 

No. Kriteria Jumlah 

1 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 35 

2 
Kabupaten/Kota yang memiliki Laporan Realisasi APBD 

Lengkap 3 Tahun (2016-2018) 
35 

 Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat 35 

 Jumlah Kabupaten/Kota selama 3 Tahun 105 

 Jumlah Kabupaten/Kota yang digunakan (N) 105 

 

3.2 Hasil Uji Asumsi Klasik 

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas 

Variabel Asymp. Sig. (2-tailed) Keterangan 

Unstandardized 

Residual 
0.147 

Data Terdistribusi 

Normal 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 2 hasil uji normalitas, dengan 

menggunakan model Central Limit Theorm (CLT) pada metode uji normalitas 

Kolmogrov-Smirnov Test diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,147 

lebih besar dari 0,05, oleh karena itu dapat disimpulkan data terdistribusi secara 

normal. 

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

PAD 0.630 1.588 Tidak terjadi Multikolinearitas 

DAU 0.280 3.576 Tidak terjadi Multikolinearitas 

DAK 0.325 3.073 Tidak terjadi Multikolinearitas 
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Berdasarkan tabel 3 uji Multikolinearitas menggambarkan bahwa setiap 

variabel independen pada penelitian ini memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1 dan 

untuk nilai VIF kurang dari 10 yang menunjukkan bahwa korelasi antara variabel 

independen tidak terjadi multikolinearitas. 

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi 

Variabel Asymp. Sig. (2-tailed) Keterangan 

Unstandardized 

Residual 
0.142 

Data Terdistribusi 

Normal 

 

Berdasarkan tabel 4 uji autokorelasi menunjukkan pengujian autokorelasi 

menggunakan uji Run Test dengan nilai Asymp. Sig. (2t-tailed) sebesar 0,142 lebih 

dari 0,05, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. 

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Sig. (2-tailed) Keterangan 

PAD 0.054 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

DAU 0.414 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

DAK 0.518 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

 

Berdasarkan tabel 5 uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa setiap 

variabel independen dalam penelitian ini nilai Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05. 

Dengan hasil yang menunjukkan nilai Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 oleh 

karena itu bahwa semua variabel independen tidak terjadi adanya 

heteroskedastisitas. 

3.3 Uji Kelayakan Model 

3.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 13156051443 43171753837  0.305 0.761 

 PAD 0.528 0.053 0.704 9.982 0.000 

 DAU 0.158 0.081 0.205 1.939 0.055 

 DAK 0.179 0.172 0.102 1.040 0.301 

 

Berdasarkan pengujian regresi linear berganda pada tabel IV. 6 hasil analisis regresi 

linear berganda tersebut, oleh karena itu diperoleh persamaan regresi sebagai 

berikut: 
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BM = 13.156.051.443 + 0,528 PAD + 0,158 DAU + 0,179 DAK + e (2) 

3.3.2 Uji Parsial (Uji Statistik t) 

Tabel 7. Hasil Uji Parsial (Uji Statistik t) 

Variabel T Sig. Keterangan 

PAD 9.982 0.000 Berpengaruh 

DAU 1.939 0.055  Berpengaruh 

DAK 1.040 0.301 Tidak berpengaruh 

  

Uji parsial atau uji statistik t untuk mengetahui variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini dengan 

melihat tingkat signifikansi pengujian sebesar 5% atau (0,05) dan 10% (0,1) . 

3.3.3 Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 8. Hasil Koefisien Determinasi (R2) 

R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

0.827a 0.683 0.674 107443769167.15974 

 

Berdasarkan tabel 8 hasil koefisien determinasi (R2) diperoleh nilai adjusted R 

square sebesar 0,674 atau 67,4%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh 

variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana 

Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal sebesar 67,4% sedangkan 32,6% lainnya 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian 

ini. 

3.4 Pembahasan 

3.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal 

Berdasarkan uji parsial (uji statistik t) diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari tingkat 

signifikansi kepercayaan sebesar 0,05 dan 0,1 dengan nilai THitung sebesar 9,982. 

Dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap 

belanja modal. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pendapatan asli daerah yang 

diterima oleh daerah, semakin besar pula belanja modal yang dapat dialokasikan ke 

pemerintah daerah. 

Hasil penelitian ini didukung penelitian sebelumnya oleh Asmani dan Ulan 

(2018), Dewi (2019), dan Juniawan dan Suryantini (2018). Dari hasil penelitian 
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didapatkan hasil bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif 

terhadap belanja modal. 

3.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal 

Berdasarkan uji parsial (uji statistik t) diketahui bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0.055 yaitu lebih besar dari tingkat signifikansi 

kepercayaan sebesar 0,05 akan tetapi lebih kecil dari 0,1 dengan nilai THitung sebesar 

1,939. Dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap 

belanja modal. Hal ini dikarenakan DAU merupakan dana transfer yang cukup 

signifikan dengan begitu pemerintah daerah memanfaatkan dana tersebut untuk 

meningkatkan pelayanan publik. 

 Hasil penelitian ini didukung Elvia Puspa Dewi (2019). Dari penelitian 

yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa variabel dana alokasi umum 

berpengaruh positif terhadap belanja modal. 

3.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal 

Berdasarkan uji parsial (uji statistik t) diketahui bahwa Dana Alokasi Khusus 

(DAK) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,301 yaitu lebih besar dari tingkat 

signifikansi kepercayaan sebesar 0,05 dan 0,1 dengan nilai THitung sebesar 1,040. 

Dapat disimpulkan bahwa dana alokasi khusus  tidak berpengaruh terhadap belanja 

modal. 

Hasil penelitian ini didukung penelitian sebelumnya oleh Asmani dan Ulan 

(2018). Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa variabel dana 

alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil pengujian analisis, dan pembahasan, oleh karena itu kesimpulan 

dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih 

kecil dari tingkat signifikansi kepercayaan sebesar 0,05 dan 0,1 dengan nilai 

THitung sebesar 9,982. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota 

Provinsi Jawa Tengah. 
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b. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai signifikansi sebesar 0.055 lebih 

besar dari tingkat signifikansi kepercayaan sebesar 0,05 akan tetapi kurang dari 

0,1 dengan nilai THitung sebesar 1,939. Hal ini smenunjukkkan bahwa Dana 

Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada 

kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. 

c. Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,301 lebih 

besar dari tingkat signifikansi kepercayaan sebesar 0,05 dan 0,1 dengan nilai 

THitung sebesar 1,040. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak 

berpengaruh terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota Provinsi Jawa 

Tengah. 

Adapun beberapa saran dari peneliti yang nantinya dapat digunakan untuk 

peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut: 

a. Penelitian selanjutnya dapat meningkatkan variabel penelitian dengan cara 

menambah variabel, selain variabel yang telah digunakan agar hasilnya dapat 

menggambarkan kondisi keuangan pemerintah daerah. 

b. Menambah periode Laporan Realisasi APBD agar mendapatkan hasil yang 

berbeda dan mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah secara lebih 

lengkap. 

c. Memperluas objek penelitian dengan cara menambahkan atau mengganti sampel 

penelitian dengan tidak menggunakan satu provinsi saja, namun bisa 

menggunakan dua atau lebih provinsi agar mendapatkan objek penelitian yang 

lebih besar.  
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